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ABSTRAK

Nama : Reza Pahlepi

Nim : 190106049

Falkutas/Prodi : Syari’ah dan Hukum/Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Keberadaan Hak Asasi Manusia Dalam Delik Perzinaan
(Studi Terhadap Hukum Islam dan Hukum Positif)

Tanggal Sidang

Tebal Skripsi

Pembimbing | : Prof. Muhammad Sidiq Armia., M.H, PhD
Pembimbing I : Muslem, M.H
Kata Kunci : Keberadaan HAM, Tindak Pidana perzianaan, KUHP

Sebagai salah satu negara hukum yang berdaulat, Indonesia sangat menjunjung
tinggi hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan bentuk tanggung jawab
negara. Termasuk dalam tindak pidana perzinaan Pembahasan mengenai nilai
HAM dalam pembentukan peraturan tindak pidana zina pada Pasal 411 KUHP
2023 sampai saat ini belum banyak penelitian yang menjelaskan secara terperinci
dari segi perbandingan aspek HAM nasional. maupun HAM Islam. Kajian ini
bertujuan untuk menjawab keberadaaan HAM Pada Pasal 411 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak
Asasi Manusia Pada Tindak Pidana Perzinaan dala Undang-undang Nomor 1
Tahun 2023 pada Pasal 411 Tentang KUHP. Kajian ini menggunakan metode
penelitian yuridis-normatif dan /ibrary research dengan melakukan pengkajian
terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum, buku-buku,
dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul skripsi. Hasil Penelitian asil
penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hak asasi manusia di Indonesia
sebagai hak konstitusional. Untuk itu, setiap peraturan perundang-undangan harus
mengacu pada asas kemanusiaan. Hak asasi manusia masih dapat dibatasi selama
pembatasan tersebut diatur dalam undang-undang, termasuk perumusan pada
Pasal 411 KUHP 2023 tentang Perzinaan yang membatasi hubungan pribadi
seseorang untuk menjaga dan melindungi hak atas rasa aman, kehormatan serta
nama baik orang lain. Selain itu, menurut HAM dalam Islam, Pasal 411 KUHP
2023 telah memberikan kemaslahatan dan menjamin hak masyarakat umum.
Dengan adanya pidana terhadap pelaku zina baik yang terikat perkawinan
maupun tidak terikat perkawinan, telah memberikan hak perlindungan terhadap
kehormatan dan keturunan serta perlindungan hak anak dalam hal waris
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TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543b/U/1987
1. Konsonan
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan
huruf dan tanda sekaligus.

Di bawabh ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf | Na | Huruf Nama Huruf | Nama | Huruf | Nama
Arab ma | Latin Arab Latin
\ ATif | tidak tidak L ta’ t te
dilamba | dilambang (dengan
ngkan | kan titik di
bawah)
- Ba’ B Be L za z zet
(dengan
titik di
bawah)
< Ta T ic ¢ ‘ain ¢ koma
terbalik
(di atas)
< Sa’ S es (dengan ¢ Gain G Ge
titik di
atas)
z Jim J je - Fa’ F Ef
z Ha’ h ha 3 Qaf Q Ki
(dengan
titik di
bawah)
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z Kha’ Kh | kadanha < Kaf K Ka
2 Dal D De J Lam L El
3 Zal zet 2 Mim M Em
(dengan
titik di
atas)
B R&’ R Er O Niun N En
J Zai Zet 5] Wau AV We
o Stn S Es ° Ha’ H Ha
o Syin Sy es dan ye s Hamz ‘ Apostrof
ah
ol Sad S es (dengan S Ya’ Y Ye
titik di
bawah)
o= Dad d de
(dengan
titik di
bawah)
2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tnggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,
transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
fathah A A
Kasrah I I
dammah U U




2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama huruf Gabungan huruf Nama
.. fathah dan ya’ Ai adani
3o fathah dan wau Au adanu

Contoh:

uAS -kataba
d=  fa‘ala
88 Zukira
CaY  -yazhabu
d —su'ila
X _kaifa
d»  -haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
s fathah dan alif atau A a dan garis di atas
ya’
(5 kasrah dan ya’ 1 i dan garis di atas
3 dammah dan wau U u dan garis di atas

Contoh:
J&  _gala
=y -rama
dB gila
J3% -yaqitlu



4. Ta’ marbitah

Transliterasi untuk ¢@ 'marbiitah ada dua:

Ta’ marbitah hidup
ta’ marbitah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan
dammah, transliterasinya adalah ‘t’.

2. Ta’ marbitah mati
ta’ marbitah yang mati atau mendapat harakat yang sukun,
transliterasinya adalah ‘h’.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah ¢G@’marbiitah itu ditransliterasikan
dengan ha (h).

Contoh:

JuYiasy  -raud ah al-affal

-raud atul atfal

ib;ﬁ‘j ‘i\-u&d\ -al-Madmnah al-Munawwarah

s -AL-Madinatul-Munawwarah
Al _salhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan degan sebuah

tanda, tanda Syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut

dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi

tanda syaddah itu.

Contoh:
h—u -rabbana
J3 -nazzala
54 -al-birr
&l -al-hajj
Az -nu’ ‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,

yaitu ( J'), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf

qamariyyah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Xi



2)

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya, yaitu huruf /// diganti dengan huruf yang sama dengan
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah ditransliterasikan
sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik
diikuti huruf syamsiyyahi maupunhuruf gamariyyah, kata sandang ditulis
terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda
sempang.

Contoh:

Jaol -ar-rajulu
LRy -as-sayyidatu
G -asy-syamsu
alal) -al-galamu
gl -al-badri ‘u
JoAl -al-jalalu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.

Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir

kata.Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam

tulisan Arab berupa alif.
Contoh:

O34 G s’ khuziina
e 5l -an-nau’
(s -syai 'un
8] ) -inna
t—u»‘ -umirtu
.y -akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah.

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan
maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain

yang mengikutinya.
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Contoh:

G830 5 41 5
O Sl 55800 58308
s 15

b La5a a1 3a di ol

S 4] & Ualll 1

9. Huruf Kapital

-Wa inna Allah lahuwa khair ar-razigin
-Wa innallaha lahuwa khairurrazigin
-Fa auf al-kaila wa al-mizan

-Fa auful-kaila wal- mizan

-Ibrahim al-Khalil

-Ibrahimul-Khalil

-Bismillahi majrahd wa mursah

-Wa lillahi ‘ala an-nasi hijju al-baiti man istata‘a
ilahi sabila

-Walillahi ‘alan-ndsi hijjul-baiti manistata ‘a ilaihi
sabila

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. Bilamana nama diri itu

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:
O3ao¥) 3aas g
o Gl a5 9%333 u\
&) e a8y il
G 4 O3 s amay e

C,.udj}"\ ggé’\l L sl

Gl W G b s

-Wa ma Muhammadun illd rasul

-Inna awwala baitin wud i ‘a linnasi

lallazt bibakkata mubarakkan

-Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’anu
-Syahru Ramad anal-lazi unzila fihil qur’anu
-Wa lagad ra’ahu bil-ufuq al-mubin

Wa lagad ra’ahu bil-ufuqil-mubini

-Alhamdu lillahi rabbi al- ‘alamin

Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak

dipergunakan.

Xili



Contoh:

G Byl Gaial  -Nasrun minallahi wa fathun qarib
Gaed 5NV -Lillahi alamru jami ‘an
Lillahil-amru jami ‘an
ale 0 05 a5 -Wallaha bikulli syai ‘in ‘alim

10. Tajwid
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.
Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman
tajwid.
Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkn nama-nama lainnya
ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Samad Ibn Sulaiman.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti
Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrit; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia tidak ditranslitersikan.
Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

Xiv



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN......ccortteenrnneeeecssssneeecssssseecesssssesssssssasessssssssssssnaas ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ..ceiieerreeeeccnsneeecccssnneecessnnns iii
ABSTRALK ..aeeeeeceeeeeccrrneeeeccsseeeecssssseeecssssssessssssseesssssssssssssssssssssssssssssssssssssses iv
KATA PENGANTAR. ......eeeeerreeeeccssneeeccssasseccsssnsesessssnsesssssnssssssssnsasesssnnns v
PEDOMAN TRANSLITERASI wee Vil
DAFTAR ISL.....eeieecreeeeccnreeecccssneeecsssnseecssssssescsssansesesssasssssssssssssssssnssssssse Xiv
BAB SATU PENDAHULUAN ....uuettteirreeeeccrsneeeccssssseecssssssescsssssasessssssssssssnans 1
A. Latar Belakang Masalah............c.ccccoeviiiiiiiniiiiiiniceccee, 1
B. Rmusan Masalah .........ccccccvviiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeee e 7
C. Tujuan Penelitian........ccccoceevcveeiieniiiiieeeiieieeeieeeeeee e 8
D. Kajian Pustaka..........cocoeriiiiiiiiiiiiiiiieeeee e 8
E. Penjelasan Istilah...........ccccoooiiiiiiniiiiiiiiiiieiccece e 10
F. Metode Penelitian..........cooovvvieiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeieiieeeee e 11
1. Jenis Penelitian ...........c.coovveeiiiiueieieciieieeeeeeeee e 11
2. Pendekatan Penelitian.............ccccoovvvvveviieeeeieiiiiiiieeieeeeeenn 12
3. SuMDbEr Data ....ccoooouvviiiiiiiiieecceeee e 12
4. Teknik Pengumpulan Data...........cccoooieiiiniiiiniiiiieiee, 13
5. Analisis Data........coc.oooiiiiiiiiiiieec e 13
6. Pedoman PenuliSan..........ccccoovvviiuviiiieiiiiiiiiiiieeeee e 13
G. Sistematika Pembahasan ................cooceeeiiviiiiiiiiiiiee e, 14

BAB DUA KEDUDUKAN HUKUM TENTANG TINDA PIDANA
PERZINAANDAN HAK ASASI MANUSIA .....ccevveervecnenee 15

A.
B.

C
D.

Pengertian Hak Asasi Manusia dan Tindak Pidana Perzinaan . 15

Tindak Pidana Perzinaan dalam Hukum Positif dan Hukum Islam
.................................................................................................. 20

. Hak Asasi Manusia dalam Konteks Tindak Pidana Perzinaan. 27

Kendala dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana
Perzinaan ..........cccoceevuiriiiiinienieneeeceeeee e 31

BAB TIGA ANALISIS HAK ASAST MANUSIA DALAM TINDAK
PIDANA PERZINAHAN TERHADAP UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2023 PADA PASAL 411 TENTANG
| (LD 5 1 N 37

A.

B.

Sejarah Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang
KUHP s 37
Keberadaan HAM Pada Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2023 Tentang KUHP..........cccooeviiiiiiiiieiieieie e 41

XV



C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Asasi Manusia Pada
Tindak Pidana Perzinaan dala Undang-undang No 1 Tahun 2023

Pada pasal 411 Tentang KUHP..........cccoovviiiiiniiiiiieeiees 49

BAB EMPAT PENUTUP .....ucouiineininnninsnnsnssassssssssssssssssssssassssssssssassssssssssane 54
A, KeSimpulan .........ccocoviieiiieiiiiccececeee e 54

B, Saran ..o 55
DAFTAR PUSTAKA 56
SK PEMBIMBING SKRIPSI .....ccccierieneinsncsenssnssnesasssssssnssasssassasssassssssasssasse 60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....ucoviruinrenninsaissensesssnssasssessasssssssessssssasssessas 61

XVi



BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan penerapan hak asasi manusia dalam setiap regulasi hukum
di Indonesia semakin menjadi sorotan setelah disahkannya Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang
baru. KUHP tersebut mendapat penolakan oleh massa karena dianggap memiliki
beberapa pasal yang tidak sesuai dengan HAM. Salah satu pasal yang dimaksud
adalah Pasal 411 tentang Perzinaan. Pada pasal ini disebutkan bahwa seseorang
yang tidak terikat perkawinan dapat dikenakan pidana zina. Perluasan makna zina
pada pasal tersebut dianggap telah melanggar hak asasi manusia dalam hak atas
dasar kehidupan pribadi (privacy rights) dan diduga dapat menciptakan
kriminalisasi berlebih (overcriminalization).

Sebagai salah satu negara hukum yang berdaulat, Indonesia sangat
menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan bentuk
tanggung jawab negara untuk menghormati (fo respect), melindungi (to protect)
dan memenuhi (7o fulfill) hak seluruh masyarakat.'

Hal ini telah dicantumkan dalam konstitusi Indonesia pada Pasal 281 ayat
(4) Undang-Umdang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Perlindungan,
pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara
terutama pemerintahan. Dipertegas dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: Hak Asasi Manusia adalah
seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai

makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib

! Office of The United Nations High Commisioner for Human Rights, Frequently

Asked Questions on A Human Rights-Based Approach to Development Cooperation, (New York
and Geneva: United Nations, 2006), him. 2.
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dihormati, dijunjung tinggi dandilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan
setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Untuk itu, setiap regulasi yang dibentuk untuk mengatur kehidupan
berbangsa dan bernegara termasuk pembentukan peraturan perundang-undangan
tidak terlepas dari nilai-nilai hak asasi manusia Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
menjelaskan bahwa asas materi muatan perundang-undangan salah satunya harus
mencerminkan kemanusiaan.?

Hal ini menegaskan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus
memasukkan nilai dan prinsip HAM dalam materi muatan peraturan perundang-
undangan termasuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum
pidana seperti KUHP. Dalam pengaturan hukum pidana di Indonesia, sebelumnya
zina disebut sebagai delik gendak (overspel)® pada Pasal 284 ayat (1) KUHP.
Setelah diundangkannya KUHP baru, perbuatan zina terdiri dari pelaku zina terikat
perkawinan dan tidak terikat perkawinan. Delik zina sampai saat ini masih
termasuk dalam kategori Tindak Pidana Kesusilaan yang diatur dalam Pasal 411
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pada dasarnya perbuatan
zina termasuk perbuatan yang haram dan keji, hal ini disepakati oleh tiga agama
samawi seperti Yahudi, Kristen dan Islam. Namun sebagian besar agama
menganggap bahwa zina merupakan suatu perbuatan yang dapat melanggar ikatan
perkawinan berbeda dengan Islam yang membedakan zina menjadi dua bentuk
yaitu, zina bagi yang sudah menikah (zina muhsan) dan zina bagi yang belum

pernah menikah (zina ghairu muhsan).

? Hidayat Yasin dan Wiharyani, Modul Best Practice Materi Muatan Ham Dalam
Pembentukan Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Teknis Substantif Bidang Instrumen
HAM Pembentukan dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Berperspektif HAM, (Depok:
Bpsdm Kumham Press, 2020), him. 2.

® S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, (Jakarta: Alumni AHM-
PTHM, 1983), him. 224.



Kultur budaya Indonesia yang mayoritas beragama Islam turut
mempengaruhi pandangan terhadap pemberlakuan tindakan asusila di Indonesia
salah satunya adalah zina. Seperti yang dikemukakan oleh Prof. Oemar Senoadji
bahwa dalam mengisi dan mengarahkan delik-delik susila, unsur agama sudah
seharusnya memegang peranan. Perancangan RUU KUHP sudah dimulai sejak
tahun 1970. Desakan pengesahan RKUHP semakin bertambah seiring berjalannya
waktu, karena masyarakat menilai KUHP yang sekarang berlaku dianggap sudah
tidak memenuhi kebutuhan hukum di Indonesia.*

Salah satu permasalahan yang timbul seperti penyimpangan sosial berupa
seks bebas (free sex) diikuti dengan permasalahan kesehatan yaitu HIV/AIDS.
KUHP yang berlaku sekarang tentu tidak dapat menanggulangi permasalahan
tersebut mengingat zina dalam Pasal 284 KUHP hanya berlaku hanya kepada
pasangan suami istri.’

Untuk itu kelompok religi meminta perluasan makna zina. Namun, dilain
posisi pihak liberal menganggap bahwa zina berkaitan dengan hak personal, dalam
artian tidak perlu adanya intervensi lebih oleh negara. Secara tidak langsung
konsep pada KUHP 2023 membagi zina menjadi dua kategori yaitu, zina bagi
pelaku terikat perkawinan dan zina bagi pelaku tidak terikat perkawinan. Menurut
R. Soesilo dalam beberapa hukum adat di Indonesia dikatakan bahwa perzinaan
dilakukan oleh Istri maka, hal tersebut dipandang sebagai melanggar hak suami.

Alasan pemidanaan terhadap pelaku zina terikat perkawinan adalah untuk
menjaga ikatan perkawinan dari perselingkuhan yang membahayakan keutuhan
sebuah keluarga. Namun, selanjutnya pemidanaan zina terhadap pelaku tidak
terikat perkawinan disebut telah melanggar hak privasi seseorang. Pengaturan hak

asasi manusia setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 diatur secara rinci

“ M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Amzah, 2016), him. 51.
° Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,

Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP), (Jakarta, 2015), hlm. 239.



dalam Pasal 28A sampai 28J. Salah satu HAM yang diatur adalah mengenai hak
privasi.®

Perlindungan atas hak privasi secara implisit sebagaimana diatur pada
Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Setiap orang berhak atas
perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang
dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari
ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak
asasi.

Rumusan Pasal diatas selanjutnya diadopsi ke dalam Article 17
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang secara
eksplisit memberikan jaminan terhadap hak atas privasi: 1) No one shall be
subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or
correspondence, not to unlawful attacks on his honour and reputation. 2) Everyone
has the right to the protection of the law against such interference or attacks.

Menurut Alan Westin, privasi terbagi menjadi 4 jenis, yaitu hak individu
untuk menyendiri atau kesendirian (Solitude), hak untuk merasakan keintiman
dengan orang terdekat tanpa gangguan pihak luar (Intimacy), hak untuk berbicara
di ruang publik tanpa teridentifikasi (Anomymity) dan hak untuk membatasi
komunikasi atau informasi diri (Reserve)’. Hubungan zina di luar ikatan
perkawinan pada dasarnya menjadi tanggung jawab masing-masing individu
karena hubungan dijalani tanpa menyakiti atau melanggar perjanjian manapun
berbeda dengan zina terikat perkawinan.

Adanya pengaturan pidana masalah ini negara dianggap telah melanggar
hak kebebasan privasi seseorang. Selain itu, pencantuman kriminalisasi terhadap

hubungan seks bebas tidak terlepas dari adanya norma dan budaya masyarakat

® R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-

komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 2013), him. 209.
" Alan Westin, Privacy and Freedom, (New York: Ig Publishing, 1967), hlm. 18.



Indonesia yang mayoritas menganut agama Islam. Pandangan HAM menurut
liberal dengan HAM dalam hukum Islam tentu memiliki perbedaan dalam
memandang perzinaan. Dalam Islam, zina termasuk kedalam jarimah (hukuman)
hudud. Jika ditinjau dari segi dominasi hak pada pensyariatan hukuman, hudud
memiliki dua jenis hak di dalamnya, yaitu hak Allah dan hak manusia.

Hak Allah dapat diartikan sebagai hak seluruh manusia yang dampaknya
dapat dirasakan oleh banyak orang. Sedangkan hak manusia merupakan hak yang
terkait dengan diri pribadi manusia itu sendiri sebagai makhluk individu. Hak
Allah disebut juga dengan haqq al-ibad (hak masyarakat) dan hak manusia disebut
dengan haqq al-fard (hak pribadi). Hukuman bagi pelaku zina dalam Islam
termasuk ke dalam kategori jarimah hudud yaitu, hukuman yang diberikan sudah
ditetapkan dalam nash®. Dalam Islam pelaku zina yang belum pernah menikah
(ghairu muhsan) akan dikenakan hukuman cambuk sebanyak 100 kali, sedangkan
bagi yang pernah menikah akan dikenakan hukuman rajam hingga mati.

Hal tersebut bersesuaian dengan firman Allah pada QS. An-Nur (24): 2

sebagai berikut:
AT ¥ g pata Aila Lagla aa 08 1 SMALE 3130 5 40130

“AY 5015 Iy G giasi A8 O ) pa B Y Lag

:tg}a‘: ,:;/h;& /)/‘/'/ /°'/
Cradagall (e Adith Lagalde gdaly

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-
tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan
kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika
kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah
(pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang
yang beriman.

® Ibid, hlm 48.



Meski penghukuman bagi pelaku zina sangatlah berat dan dapat
mengancam nyawa seseorang untuk itu ketentuan serta persyaratan yang
ditetapkan oleh islam untuk memberikan sanksi pidana pada pelaku zina
sangatlah ketat dan penuh dengan pertimbangan mengingat Islam turut serta
menjungjung tinggi hak asasi manusia dalam hak hidup. Sebelum menjelaskan
lebih lanjut mengenai keterkaitan eksistensi HAM dengan tindak pidana zina,
akan terlebih dahulu dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan eksistensi.

Secara bahasa eksistensi berasal dari bahasa latin yaitu existere, yang
terdiri dari kata ex yang berarti keluar dan sistere yang berarti muncul atau timbul.
Eksistensi diartikan sebagai keberadaan, keadaan, adanya. Menurut Abidin
Zaenal, Eksistensi merupakan suatu hal yang mengalami proses dinamis, suatu
yang menjadi atau mengada. Dengan demikian, eksistensi HAM dalam tindak
pidana zina diartikan sebagai keberadaan suatu nilai perwujudan HAM dalam
tindak pidana zina dalam hal ini peraturan zina yang terdapat dalam Pasal 411
Undang-Undang No.mor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Berkaitan dengan Pasal 411 KUHP baru, sejatinya hal ini juga sudah
diatur sebelumnya pada KUHP lama, yakni pada Pasal 284 KUHP lama. Namun,
pada Pasal 284 KUHP lama hanya diatur sebatas bahwa suami istri yang terbukti
melakukan perselingkuhan, salah satu yang dirugikan dapat melaporkan
pasangannya tersebut melalui kepolisian. Sedangkan, kini melalui Pasal 411
KUHP baru ketentuan ini diperluas hingga bahwa perbuatan tersebut dapat
dilaporkan bahkan walaupun diantaranya tidak ada yang berada dalam ikatan
perkawinan.

Ketentuan Pasal 412 ayat (1) KUHP baru. Pada Pasal 412 ayat (2) KUHP
baru secara lebih lanjut juga dijelaskan bahwa penuntutan atas delik Pasal 412
ayat (1) KUHP baru hanya dapat dilakukan atas pengaduan dari suami atau istri

lagi orang yang terikat perkawinan atau orang tua atau anaknya bagi orang yang



tidak terikat perkawinan. Sehingga, ketentuan ini menurutnya mencegah
terjadinya main hakim sendiri oleh Masyarakat.’

Pembahasan mengenai nilai HAM dalam pembentukan peraturan tindak
pidana zina pada Pasal 411 KUHP 2023 sampai saat ini belum banyak penelitian
yang menjelaskan secara terperinci dari segi perbandingan aspek HAM nasional.
maupun HAM Islam. Sebelumnya sudah dilakukan penelitian oleh Devita
Aulial3, namun dalam tesis tersebut menjelaskan terkait dominasi HAM dalam
Pasal 284 KUHP yang dimana hanya mencakup zina terikat perkawinan saja.

Untuk penelitian mengenai tindak pidana zina KUHP baru telah dibahas
oleh Azka Rasyad Alfatdi, Inez Andriana Regita Cahyani, dan Sabrina
Khusnannisa, dalam artikel tersebut menjelaskan terkait pandangan HAM pada
tindak pidana perzinaan dalam RKUHP. Namun didalam pembahasannya
cenderung lebih menjelaskan dari pandangan HAM nasional dibandingkan
dengan HAM Islam.!°

Mengingat permasalahan terkait isu HAM dalam Pasal 411 Undang-
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menjadi permasalahan
yang masih kerap diperdebatkan dan juga minimnya penjelasan secara terperinci
mengenai nilai HAM nasional dan Islam pada pasal tersebut. Penulis tertarik
untuk mengangkatnya menjadi sebuah penelitian dengan judul Keberadaan Hak
Asasi Manusia Dalam Delik Perzinaan (Studi Terhadap hukum Posotif dan

Hukum Islam.

* https://kliklegal.com/pasal-perzinaan-baru-kuhp-tuai-pro-kontra-hingga-

dipertanyakan-urgensinya/ Di Akses Pada Tanggal 01 Mei 20205.
¥ Dessy Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Amelia, 2003), hlm.

132.


https://kliklegal.com/pasal-perzinaan-baru-kuhp-tuai-pro-kontra-hingga-dipertanyakan-urgensinya/
https://kliklegal.com/pasal-perzinaan-baru-kuhp-tuai-pro-kontra-hingga-dipertanyakan-urgensinya/

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana keberadaan HAM pada Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2023 tentang KUHP?
2. Bagaimana Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang
KUHP menurut HAM dalam Islam

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui keberadaan HAM pada Pasal 411 UU No. 1 Tahun
2023 tentang KUHP?
2. Untuk mengetahui Pasal 411 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP

menurut HAM dalam Islam

D. Kajian Pustaka

Jurnal Ilmiah karya Azka Rasyad Alfatdi, Inez Andriana Regita Cahyani,
dan Sabrina Khusnannisa yang berjudul “Menelisik Lebih Dalam Pengaturan
Tindak Pidana Perzinahan dalam RKUHP Melalui Berbagai Pandangan” yang
diterbitkan pada Oktober 2022 dalam Jurnal Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum,
Universitas Brawijaya. Jurnal ini membahas tentang tindak pidana perzinahan
dalam RKUHP dari berbagai pandangan termasuk HAM. Namun, pembahasannya
lebih banyak menggunakan perbandingan HAM nasional daripada HAM Islam.
Sedangkan dalam penelitian ini akan dijelaskan secara lebih terperinci mengenai
analisis Pasal 411 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP menurut HAM dan HAM
dalam Islam.'

Tesis karya Devita Aulia yang berjudul “Dominasi HAM Dalam Tindak
Pidana Zina Pada Pasal 284 KUHP dan Figh Jinayah” yang diterbitkan pada tahun
2019 oleh Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

* Azka Rasyad Alfatdi, dkk, Menelisik Lebih Dalam Pengaturan Tindak Pidana

Perzinahan dalam RKUHP Melalui Berbagai Pandangan, Jurnal Studia Legalia: Jurnal Ilmu
Hukum: Universitas Brawijaya, 2010.



Karya ilmiah ini membahas tentang nilai HAM yang terdapat pada pasal 284
KUHP mengenai zina dalam ikatan perkawinan dan figh jinayah. Sedangkan
dalam penelitian ini akan membahas tentang analisis Pasal 411 UU No. 1 Tahun
2023 tentang KUHP menurut HAM dan HAM dalam Islam.!?

Skripsi karya Sugiyanto yang berjudul “Penerapan Sanksi Zina Muhsan
Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)” yang diterbitkan pada tahun 2012
oleh Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati
Cirebon. Karya ilmiah ini membahas tentang pandangan HAM terhadap penerapan
sanksi zina muhsan (zina bagi pelaku yang sudah menikah). Sedangkan dalam
penelitian ini membahas tentang analisis eksistensi HAM pada pasal 411 UU No.
1 Tahun 2023 tentang KUHP tentang tindak pidana perzinaan dan juga dilihat dari
perspektif HAM dalam Islam. '3

Skripsi karya Usep Syafii Sanjabil Ms.Sy yang berjudul “Pidana Rajam
Menurut Hukum Islam dan HAM” yang diterbitkan pada tahun 2011 oleh Fakultas
Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Karya
ilmiah ini membahas tentang pemberlakuan pidana rajam yaitu sanksi dari pezina
muhsan menurut pandangan hukum Islam dan HAM barat maupun Islam.
Sedangkan dalam penelitian ini akan membahas tentang tentang analisis Pasal 411
Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2023 tentang KUHP menurut HAM dan HAM
dalam Islam.'*

Jurnal Ilmiah karya Fitra Mulyawan dan Wendriadi yang berjudul
“Tinjauan HAM Terhadap Pelaksanaan Hukuman Rajam di Indonesia (Studi

Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Nasional)” yang diterbitkan pada

? Devita Aulia, Dominasi HAM Dalam Tindak Pidana Zina Pada Pasal 284 KUHP dan
Figh Jinayah, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda
Aceh, 2019.

¥ Sugiyanto, Penerapan Sanksi Zina Muhsan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
(HAM), Skripsi Fakultas Syariah, IAIN Cirebon, 2012.

* Usep Syafii Sanjabil, Pidana Rajam Menurut Hukum Islam dan HAM, Skripsi,
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
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Desember 2019 oleh Universitas Ekasakti. Karya ilmiah ini membahas tentang

pemberlakuan hukuman rajam di Indonesia dilihat dari pandangan HAM.

Sedangkan penelitian ini akan membahas tentang tentang analisis Pasal 411

Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2023 tentang KUHP menurut HAM dan HAM

dalam Islam.!s

E. Penjelasan Istilah

1.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana
Belanda yaitu stafbaarfeit. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS
Belanda atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , tetapi tidak ada
penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana
tersebut. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti
dan isi dari istilah itu. Sayang sekali sampai kini belum ada keseragaman
pendapat Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu
pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan
kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.
Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwaperistiwa
yang konkrit dalam lapangan hukum pidana haruslah diberikan arti yang
bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan
dengan istilah yang dipakai seharihari dalam kehidupan masyarakat. !
Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Pidana Indonesia

Larangan zina menekankan kepada ikatan perkawinan karena pada Pasal

27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) sering

* Mulyawan Fitra dan Wendriandi, Tinjauan HAM Terhadap Pelaksanaan Hukuman

Rajam di Indonesia (Studi Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Nasional,
Universitas Ekasati, 2019.

** Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana di

Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2019, Cet. Kedua), hlm. 179.
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disingkat menjadi BW menyatakan bahwa dalam waktu yang sama seorang
laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai
istrinya, dan seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai
suaminya. Oleh karena itu sistem hukum Indonesia menganut asas
monogami mutlak bagi mereka yang agamanya mengimani hal tersebut,
dan asas monogami terbuka bagi mereka yang beragama Islam. Larangan
melakukan hubungan seksual ini ditentukan oleh KUHP bagi pelaku yang
masih terikat perkawinan, baik hanya salah seorang pelaku zina atau
kedua-duanya. Namun, pada Pasal 286 dan 287 KUHP memberikan
ketentuan tambahan sebagai perbuatan yang masuk dalam kategori tindak
pidana zina.'’
3. Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional
Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat terhadap hakikat
dan keberadaan dari diri setiap manusia. Hak asasi manusia juga dapat
diartikan sebagai anugerah yang wajib dihormati, dihargai, dan dilindungi
oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang guna untuk menghormati
serta melindungi harkat dan martabat manusia. Artinya Hak Asasi Manusia
adalah hak yang melekat dimiliki oleh setiap orang. Indonesia sebagai
negara hukum telah membentuk suatu dasar daripada hak asasi manusia
kedalam konstitusi negara yang dikenal sebagai Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar RI 1945). Selain
itu pembahasan mengenai HAM lebih diperjelas lagi dalam Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan terdapat

juga dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

" R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-
komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 2013), hlm. 209.
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(ICCPR) yang telah diratifikasi ke dalam Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2005.8

F. Metode Penelitian
Penelitian merupakan sebuah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis
dan penyajian data secara sistematis dan objektif untuk memecahkan masalah atau
menguji hipotesis. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam
penelitian ini adalah:
1. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang bertujuan untuk
menemukan sesuatu aturan hukum, prinsip, atau doktrin untuk memecahkan
masalah hukum yang akan diteliti. Dalam jenis penelitian ini berbasis analisis
dengan menghubungkan suatu konsep persitiwa dengan peristiwa lainnya yang
didapat dari riset studi kepustakaan berupa buku-buku, jurnal-jurnal, internet
serta peraturan perundang-undangan dan studi terhadap putusan dengan
mengidentifikasi secara sistematis terhadap dokumen-dokumen yang memuat
informasi yang berkaitan dengan tema, objek, dan masalah penelitian.
Penelitian ini penulis menelaah teori serta hakikat definisi suatu Hak Asasi
Manusia (HAM) dalam Pasal 411 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2023
tentang KUHP tentang Perzinaan dan hakikat serta definisi hak asasi manusia
pada tindak pidana zina dalam figh jinayah dengan mengkaji lebih dalam
melalui literatur yang telah dikumpulkan dengan pendekatan normatif dan
mengkaji masalah ini berdasarkan undang-undang, dengan pokok
permasalahan tentang analisis eksistensi HAM dalam tindak pidana zina.

2. Jenis Penelitian

¥ Utami Argawati, “Konstitusi Indonesia Melindungi HAM Setiap Orang Termasuk

WNA” https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18835&menu=2. Di Akses Pada
Tanggal 25 Juli 2024.
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Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif, yakni
penelitian yang mengkaji sebuah isu HAM yang berkaitan dengan pasal
perzinaan dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2023 tentang KUHP
dengan konsep dan teori mengenai HAM dan perzinaan dalam hukum nasional
dan hukum Islam.

3. Sumber Data
Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini sumber
data Primer dan data sekunder, sebagai berikut:
a. Data Primer
1) Undang-Undang Dasar RI 1945
2) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2023 tentang KUHP
3) Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4) Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan
International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan
Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik)

5) Al-quran dan Hadist

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung yang
memberikan penjelasan terhadap sumber data primer. Sumber data sekunder
yang akan dipakai oleh penelitian ini diantaranya berasal dari kitab, buku,
artikel, jurnal, hasil penelitian, dan lain sebagainya yang memiliki relevansi
terhadap penelitian yang akan dikaji yaitu mengenai HAM dan tindak pidana
zina.
4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi
kepustakaan yaitu membaca peraturan perundang-undangan, buku, artikel
ataupun dokumen-dokumen. Adapun pengolahan data dimulai dengan

mengumpulkan data, mengkategorisasikan data dan fragmentasi data.
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Pemilihan dan pemilahan data dilakukan sesuai kebutuhan, seperti menyeleksi
hasil interview atau data kepustakaan yang akan dikutip
5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data
kualitatif yaitu yuridis-normatif. Dalam penelitian ini penulis menganalisa
keseluruhan data terkait eksistensi HAM dalam tindak pidana zina yang
berlaku di Indonesia dengan HAM dalam tindak pidana zina dalam fikih
jinayah. Hasil temuan data yang telah terkumpul, setelah itu akan dilanjutkan
dengan analisis eksistenst HAM terhadap pasal 411 Undang-Undang Nomor.
1 Tahun 2023 tentang KUHP."®
6. Pedoman Penulisan

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis mengunakan
teknik penulisan yang mengacu pada buku Pedoman Penulisan Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda aceh yang diterbitkan
pada tahun 2019.

G. Sistematika Penlisan
Bab kesatu yaitu pendahuluan merupakan bab yang menjelaskan tentang

kerangka dasar yang membentuk sebuah gambaran masalah penelitian yang akan
diteliti. Pada bab ini diisi dengan uraian terkait latar belakang masalah,
identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,
manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua yaitu menjelaskan mengenai konsep HAM pada Pasal 411
KUHP tentang perzinaan dalam perspektif hukum nasional dan konsep HAM
pada Jarimah Zina dalam perspektif figh jinayah. Pada bab ini berisi pembahasan

** Jaenal Aripin, dkk, Metode Penelitian Hukum, (Ciputat: Lembaga Penelitian UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), hlm. 17.
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sekaligus melihat keterkaitan antara teori dengan konsep mengenai hak asasi
manusia dengan tindak pidana zina serta tinjuan (review) kajian terdahulu.

Bab ketiga yaitu menjelaskan mengenai pemikiran HAM dalam hukum
nasional dan hukum islam serta kaitannya dengan pemberlakuan tindak pidana.
Pada bab ini berisi pembahasan mengenai sejarah pemikiran hak asasi manusia
baik di Indonesia maupun di dunia Islam dan pembahasan hak asasi manusia
dalam pemberlakuan tindak pidana menurut perspektif hukum di Indonesia
maupun dalam hukum pidana Islam.

Bab keempat yaitu Analisis eksistensi HAM pada Pasal 411 Undang-
Undang Nomor. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pada bab ini akan berisi hasil
pembahasan mengenai eksistensi HAM pada Pasal 411 Undang-Undang Nomor.
1 Tahun 2023 tentang KUHP dan analisis HAM pada Pasal 411 Undang-Undang
Nomor. 1 Tahun 2023 tentang KUHP menurut HAM dalam hukum Isl



